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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 

KABUPATEN BADUNG 
 

 

 
NO 

 
SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA   UTAMA 

TARGET 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 

1. Meningkat
nya 
Produksi 
Pangan 
Strategis 

a. Persentase (%) 
Peningkatan 
Produksi 
Pangan Strategis 

0,15 % 0,15 % 

2. Optimalisasi 
Pemanfaatan Lahan 

a. 
 

Indek 
Pertanaman  
(IP) 

2,08 2,08 

3. Meningkatnya Pola 
Konsumsi Pangan 

a. Skor Pola 
Pangan 
Harapan (PPH) 

95,97 95,97 

4. Meningkatnya 
Pelayanan 
Bidang 
Pertanian 

a. 
 

Indeks RB 
(Reformasi 
Birokrasi) 

24,95 24,95 

 

 

NO. PROGRAM ANGGARAN 

Induk  Perubahan 

1. Program Peningkatan 

Diversifikasi Dan Ketahanan 

Pangan Masyarakat 

Rp. 169.541.576 Rp. 1,243,981,581 

2. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp. 31.344.255.756 Rp. 36,442,177,014 

3. Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Sarana Pertanian 

Rp. 6.039.342.198 Rp. 10,086,049,965 

4. Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Prasarana 

Pertanian 

Rp. 2.754.988.411 Rp. 3,007,488,951 

5. Program Pengendalian 

Kesehatan Hewan Dan 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

Rp. 1.554.042.355 Rp. 1,480,214,452 

6. Program Pengendalian 

Dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Rp. 91.657.476 Rp. 162,619,666 

7. Program Penyuluhan Pertanian Rp. 1.270.909.497 Rp. 1,561,650,322 

 Total Rp. 43.224.737.269 Rp. 53.984.181.951 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat 

Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian 

Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung merupakan perangkat 

daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga  wajib untuk 

menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir 

periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk 

pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Keberhasilan 

dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau instansi pemerintah sangat terkait erat dengan 

kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan  akan terlihat dari pertanggungjawaban yang 

wajib dilakukannya. 

Perjanjian Kinerja Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 

1. Adanya perubahan terhadap struktur anggaran Dinas Pertanian dan 

Pangan  sesuai dengan  

2. Adanya perbaikan indikator yang lebih terukur baik pada program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang mengakomodir Kepmendagri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Tentang  Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga diperlukan penyesuaian 

terhadap sasaran yang ingin di capai. 



 

Berpijak pada konsep tersebut, maka penetapan kinerja perubahan 

ini merupakan salah satu bagian dari proses yang dapat digunakan untuk 

memandu dan mengukur berbagai tugas dan fungsi yang harus 

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 

 
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Kabupaten   Badung   dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung 

diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang 

pertanian dan  pangan.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  Dinas 

Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bupati  Badung  Nomor  84  Tahun  2016  tentang  

Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut : 

• Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan; 

• Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan; 

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang pertanian dan pangan; 

• Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang 

pertanian dan pangan; 

• Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan. 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021     Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  Dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah, bahwa susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Badung, terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat terdiri dari : 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 

Kelompok Jabatan Fungsional;  

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura  terdiri    

dari Kelompok Jabatan Fungsional; 

5. Bidang Perkebunan terdiri dari Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

 

 

 

 

 



 

6. Bidang Peternakan terdiri dari Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

7. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari Kelompok 

Jabatan Fungsional; 

8. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

9. Unit Pelaksana Teknis; dan 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Gambar 2.1. 
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1.3 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung 

Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Badung Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 

Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 

Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 11); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 

tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan  Fungsi,  serta  Tata Kerja Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah 

 

 



6 
 

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021     Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  Dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah 

 
 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang penyusunan Perjanjian Kinerja 

Perubahan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Landasan hukum 

serta Sistematika Penulisan. 

 
BAB II. PERJANJIAN KINERJA 

Memuat tentang Perencanaan Kinerja (Renstra) yaitu Tujuan dan 

Sasaran Strategis , Perjanjian Kinerja dan Program 

 
BAB III. PENUTUP 

 
Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hal-hal pokok dalam 

keseluruhan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian 

dan Pangan Tahun 2022. 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 

 

1.1. Perencanaan Kinerja (Renstra) 

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi 

dan Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016– 2022, Dinas 

Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dijabarkan lebih rinci ke dalam 

Rencana Strategis (Renstra) 2016 –2022 yang juga berisi Tujuan, Sasaran, 

Strategi dan Kebijakan 

 
1.1.1 Tujuan 

 
Tujuan mengindikasikan target yang ingin dicapai dalam jangka 

menengah biasanya 5 (lima) tahun. Tujuan dapat diwujudkan melalui 

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Pada  Tahun  2022,  tujuan yang 

ingin diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian dengan 

Indikator ; Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura. 

2. Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dengan Indikator : 

Jumlah produksi pangan. 

 
1.1.2 Sasaran Strategis 

Sasaran adalah target yang ingin dicapai 1 tahun yang  hasilnya dapat 

diuji/diukur lewat program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Pertanian 

dan Pangan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas mendukung 

pencapaian Misi ke-3, Misi ke-7 dan Misi ke-9 Bupati terpilih, kemudian 

diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran.   Adapun sasaran 

strategis dinas Pertanian Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Produksi Pangan 
Strategis 

2. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan 

3. Meningkatnya Pola 
Konsumsi Pangan 

4. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian 
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2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan 

 
Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Perubahan Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja 

pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang  merepresentasikan tekad 

dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang 

waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dikelolanya. 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menyusun Perjanjian 

Kinerja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut : 

 
 

 
NO 

 
SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA   UTAMA 

TARGET 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 

1. Meningkat
nya 
Produksi 
Pangan 
Strategis 

a. Persentase (%) 
Peningkatan 
Produksi 
Pangan Strategis 

0,15 % 0,15 % 

2. Optimalisasi 
Pemanfaatan Lahan 

a. 
 

Indek 
Pertanaman  
(IP) 

2,08 2,08 

3. Meningkatnya Pola 
Konsumsi Pangan 

a. Skor Pola 
Pangan 
Harapan (PPH) 

95,97 95,97 

4. Meningkatnya 
Pelayanan 
Bidang 
Pertanian 

a. 
 

Indeks RB 
(Reformasi 
Birokrasi) 

24,95 24,95 
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2.3 Program 
 

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Sasaran 

yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Badung, maka pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 akan 

melaksanakan Program,  Kegiatan  dan  Sub  Kegiatan sesuai  dengan alokasi 

anggaran yang telah ditetapkan. Adapun rincian anggaran dalam 

melaksanakan program tersebut adalah sebagai berikut : 

 
 

NO. PROGRAM ANGGARAN 

Induk  Perubahan 

1. Program Peningkatan 

Diversifikasi Dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Rp. 169.541.576 Rp. 1,243,981,581 

2. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp. 31.344.255.756 Rp. 36,442,177,014 

3. Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Sarana 

Pertanian 

Rp. 6.039.342.198 Rp. 10,086,049,965 

4. Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Prasarana 

Pertanian 

Rp. 2.754.988.411 Rp. 3,007,488,951 

5. Program Pengendalian 

Kesehatan Hewan Dan 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

Rp. 1.554.042.355 Rp. 1,480,214,452 

6. Program Pengendalian 

Dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Rp. 91.657.476 Rp. 162,619,666 

7. Program Penyuluhan Pertanian Rp. 1.270.909.497 Rp. 1,561,650,322 

 Total Rp. 43.224.737.269 Rp. 53.984.181.951 
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BAB III 

PENUTUP 

 
 

Dokumen Perjanian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Badung ini merupakan tekad dan  janji  rencana kinerja tahunan 

yang akan dicapai pada tahun 2022. Dengan demikian perjanjian kinerja 

ini merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan pejabat penerima 

amanah dan pada akhir tahun 2022 dijadikan dasar evaluasi kinerja dan 

penilaian kinerja pejabat penerima amanah. 

Dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Badung ini maka penerima amanah diharapkan mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan kepada 

masyarakat. 

Dengan demikian Perjanjian Kinerja p e r u b a h a n  ini 

merupakan sebuah langkah yang sistematis agar pemerintahan dapat 

berjalan secara akauntabel dan berdaya guna untuk mencapai sasaran 

yang diharapkan. 


